QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 44 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BISMILLAI-IIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Mcnimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan: Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang  Retribusi  Dacrah, Retribusi  Rumah Polong Hewan
merupakan jenis Retribysi Dacrah yang pungutannya menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten /7 Kota:

b. bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang memerlukan
pembiayaan, perly menetapkan Retribusi Rumah Potong Hewan

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

. bahwa untuk maksud tersebut perlu d j!;e;apkan dalan} suatu Qanun.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Kctcntuanéketentuan

Pokok Peternakan dan Keschatan Ilewan (I.embaran Negara Tahun

1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

9

. Undang~undung Nomor & Tahun 1981 tentang  Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara “Tahun 198 Nomor 76, Tambahan

L.embaran Negara Nomor 3209,

3 Undang-undang Nomor I8 Tahun 1997 lentang Pajak Dacrah dan
/ Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4, Undang-undang Nomor 22 Tahyp

1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839),
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13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4000),

[4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4 39);

I5.Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:

I8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan
Daerah Tingkat II; )

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Dacrah Kabupaten/Kota:

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 200] tentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

Daerah:

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah,

24. Keputusan /?‘/ . h
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8. Retribusi Rumah Potong Hewan yang sclanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong
hewan ternak yang dilakukan dalam atau di luar Rumah Potong Hewan
termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, kesehatan
daging yang masuk atau di bawa keluar daerah yang dimiliki dan atau
dikelola oleh Pemerintah Dacrah;

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk
melakukan Pembayaran Retribusi;

10.Masa Retribusi adalah suaty jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan rumah
pemotongan hewan dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh
Pemerintah Dacrah:

I'l.Surat Pendaflaran Objek Retribusi Dacrah yang selanjutnya dapat
disingkat SPAdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai
dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

12.Surat Ketetapan Relribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya Jumlah retribusi
yang terutang; RN RS

13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah K"u'r.eing Bayar Tambahan yang -
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT addlah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribugj yang lelah dltctapkan

14.Surat Ketetapan Retibusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau fidak seharusnya terutang;

15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

16.8u at Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan

terhadap STRD, atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB

yang diajukan oleh Wajib Retribusi:
17. Pemeriksaan M
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I7.Pemeriksaan  adalah serangkaian  kegiatan  untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagal
pembayaran atas pelayanan penyediaan Fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak yang dilakukan di dalam atay dj luar Rumah Potong Hewan
termasuk pemotongan hari meugang dan hari-hari besar lainnya,
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta

pemeriksaan daging yang didatangkan dari luar Daerah;
Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan rumah potong hewan dan

fasilitas lainnya yang meliputi:

a. Pemeriksaan Keschatan Hewan/Daging,
b. Pemakaian tempat pemotongan termasuk pemotongan hari meugang

dan hari-hari besar lainnya serta fasilitas lainnya.
(2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemotongan/pemeriksanaan
hewan qurban, nazar, aqiqah dan keperluan sosial lainnya,
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

fasilitas rumah potong hewan termasuk pemotongan hari meugang dan
hari-hari besar lainnya serta fasilitas lainnya,
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BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Rumah Potong Hewan dan tempat-tempat lainnya digolongkan
sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6 |
- Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis pelayanan, dan jenis
serta jumlah ternak yang akan dipotong,
BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memberikan pelayanan dengan fasilitas yang

layak untuk Subyek retribusi.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8 '
(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku
di Wilayah Dacrah.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif / Ekor
Pemeriksaan Kesehatan Sapi / Kerbau Rp. 15.000,-
Kambing /Domba | Rp. 2.500.-
Pemakaian Tempat Pemotongan Sapi/ Kerbau Rp. 10.000,-
Kambing / Domba | Rp. 1.500,-

v
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BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang lerutang dipungut di Wilayah Daerah pelayanan penyediaan

fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain yang sah.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11
(1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPAORD.

(2) SPAORD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

(1) Berdasarkan SPdORD scbagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atay dokumen
lain yang sah.

(2) Apibila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data bary dan
atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan
SKRDKBT,

(3). Bentuk ... /V .
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(3) Bentuk, 1si, dan tata cara penerbitan SKRSD atau dokumen lain yang

sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana

dimakSud dalam ayat (2) di tetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRSI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X111

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15
* (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya IS (lima belas)
hari  sejak diterbitkannya SKRD

atau  dokumen lain yang sah,
SKRDKBTdan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembay:

aran retribusi diatur
dengan Keputusan Bupati
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BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang scjenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera

setelah 7 (tujuh) harj sejak jatuh tempo pembayaran,

(2) Dalam jangka wakty 7 (tujuh) hari  setelah tanggal  Surat

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus

meluinas; retribusinya yang lerutang,

(3) Surat teguran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapal mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
alau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atay Dokumen lain yang sah,
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas;

(3)Da'am hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran

ketetapan retribug; lersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atay dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan, kecualj apabila Wajib Retribuysi tertentu dapat
menunjukkan bahwa Jangka waktu ity tidak d

apat dipenuhi karena
keadaan di lugr kekuasaannya;

6. Pengajuan . . /%
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(6) Pengajuan  keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribug;

dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi;
Pasal 18

(1)Kepala Daerah dalam Jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak
tunggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan keberatan

yang diajukan;

(7) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

alau scbagian, menolak atay menambah  besarnya retribusi yang
terutang;

(8) Apabila Jangka waktuy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap d ikabulkan;

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

'

(1) Atas  kelebihan pembayaran retribusi, Wajib  Retribus; dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam Jangka wakty paling lama 6 (enam)  bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran refribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila  jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribys; di anggap dikabulkan dan SKRDLB

harus diterbitkan dalam Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib retribys; mempunyai utang retribus; lainnya, kelebihan
pembayaran retribus; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuly utang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribys; sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wakty paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB;
6. Apabila ... /% .
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(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
Jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan retribusi:
Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
Sccara tertulis kepada Bupati dengan sckurang-kurangnya menycbutkan:
a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;

a. besarnya kelebihan pembayaran;

=2

alasan yang disingkat dan jelas.

(2) Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

secara langsung atau melaluj Pos lercatat,

(3) Bukti Penerimaan olch Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman  pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;
Pasal 21

(1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah

membayar kelebihan retribusi:

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti

pemindgh bukuan juga berlakuy sebagai bukti pembayaran:
BABXVII -

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi;

(2) Pemberian pengurangan,  keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain

Kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan;
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(3) Tata c:uu pengurangan, keringanan dan pembebasan  retribys
ditetapkan oleh Kepala Daerah;
BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

(I)Hak untuk  melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaur jangka wakty 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana

dibidang retribusi

(2) Kedaluwarsy penagihan  retribus sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini tertangguh apabila -
a. Diterbitkan Surat Teguran ; atay
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung,
BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

(1) Wajib  Retribusi yang lidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
yang terhitung,

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran,
BAB XX
PENYIDIKAN
' Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi Daerah,
(2) Wewenang... /%

Scanned by CamScanner



14

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) adalah:
a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

jelas;

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dacrah;

€. Melakukan - pengeledahan untuk  mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan lenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dlbawa sebagajmana dlmaksud

pada hurufee;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi

daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;
g Menghentikan penyidikan;

h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang

dapat dlpertanggung Jawabkan,

(2) Penyidik....." # * .
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(3) Penyidik scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,

Pasal 27
Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang
bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam |.embaran Dacrah Kabupalen Bireuen.
Al di Bircuen

2 PR .mg, I 30 November 2002 M
\\2‘5 Ramadhan 1423 H

IREUEN,

\ DT{S MUSTAFA A. G ANGGANG

hundangkan di Bireuen
)ada tanggal 2 Dcscmhcr 2002 M

-

I
‘!EMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 49

Y/
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PENJELASAN
ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 44 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

L. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

. 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk menwujudkan Otonomi Daerah

" yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan
kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli
Daerah.

2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta
untuk adanya ketertiban pemotongan hewan yang sesuai dengan standar

konsumsi hewan potong, dipandang perlu menetapkan Retribusi Rumah

Potong Hewan,

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Rumah
Potong Hewan, perlu diatur dalam suatu Qanun.

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal .........0. 7. ...
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Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

17
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Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 2|
Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
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